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B A B I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik 

maupun penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri sering terjadi di 

masyarakat, terjadinya hal tersebut akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan 

suami dalam keluarga, serta peraturan hukum yang ada, didalam penerapannya kurang 

melindungi kepentingan korban (istri) secara kongkrit, dan juga diakibatkan sistem 

kekeluargaan yang patrenial, dengan posisi yang kuat dan tinggi kepada suami sebagai kepala 

keluarga.   

Keluarga adalah salah satu istilah lembaga dalam pranata sosial yang paling kecil 

dikemasyarakatan, keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di 

masyarakat
1
, akan tetapi membahas masalah keluarga tidak lepas dari rumah tangga yang 

diawali dari perkawinan. Perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 

1, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga( rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa
2
. Untuk 

mewujudkan keluarga yang harmonis, mengandung ketentuan antara suami istri mempunyai 

beberapa kewajiban-kewajiban disamping hak-hak dalam melangsungkan dan melanggengkan 

keutuhan rumah tangga, keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan 

damai itu sendiri merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga dan keluarga, 

Selanjutnya, Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945(selanjutnya disebut dengan 

                                                                 
1
 Lihat Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2002), hal. 536 
2
 Zainal Abidin Abubakar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan 

Pendidikan Agama,  (Jakarta: Ditbinbapera Islam Depag Repbulik Indonesia, 2003), hal. 23. 
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UUD1945), didalam Pasal 29, dengan demikian setiap orang dalam lingkup keluarga didalam 

melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama, hal ini perlu ditumbuh 

kembangkan dalam rangka menciptakan dan membangun keutuhan keluarga.  

Dalam mewujudkan penjelasan tersebut diatas, keutuhan dan kerukunan sangat 

tergantung pada setiap orang dalam ruang lingkup keluarga terutama kadar kualitas perilaku 

dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkungan keluarga.
3
 

Keutuhan serta kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan 

pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah 

tangga atau keluarga, sehingga ketidak nyamanan atau ketidak adilan terhadap orang yang 

berada dalam lingkup keluarga.  

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan bentuk-bentuk 

kekerasan tersebut meliputi : 

a. kekerasan fisik 

b. kekerasan psikis 

c. kekerasan seksual dan 

d. penelantaran rumah tangga
4
 

Adapun landasan yang menjadi asas dilarangnya kekerasan dalam keluarga 

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga( disebut juga dengan PKDRT), dilaksanakan 

berdasarkan asas : 

a. penghormatan hak asasi manusia 

b. keadilan dan kesetaraan gender 

c. non diskriminasi dan perlindungan korban
5
. 

                                                                 
3
 Sentosa Sembiring, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nuansa Aulia, 

(Bandung: CV.Mandar Maju, 2005), hal. 134 
4
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Didalam mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan, Negara dan 

masyarakat dalam hal ini wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan 

sesuai dengan pandangan Pancasila dan UUD 1945, bahwa Negara berprinsip, segala bentuk 

kekerasan dalam keluarga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap 

martabat manusia, serta  diskrimnasi. 

Pandangan tersebut diatas, berlandaskan pada Pasal 28 G (1) UUD 1945, dengan 

menentukan bahwa “ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi keluarga, kehormatan 

dan harta benda yang dibawah kekuasaannya dan serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

merupakan hak asasi.
6
 

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, khusus 

kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri kenyataannya banyak terjadi sehingga 

dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dan memberikan 

perlindungan hukum terhadap korban, dalam hal ini adalah istri. 

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya 

kekerasan fisik  maupun penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sangat 

dibutuhkan dan merupakan tuntutan hak asasi manusia sebagaimana yang termuat dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, dinyatakan Bahwa hak asasi 

manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijungjung tinggi dan dilindungi oleh 

Negara, hukum dan pemerintah pada setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 

dan martabat manusia.
7
 

                                                                                                                                                                                                       
5
 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 
6
 Lihat Sekretaris Negara, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Negara RI, (Jakarta: 

Litbang Sekneg, RI, 2002), hal. 62. 
7
 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hal 1 
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Selanjutnya, Undang-undang tersebut bahwa siapapun tidak dibenarkan melakukan 

kekerasan terhadap orang lain khususnya seorang suami dilarang melakukan kekerasan 

terhadap istrinya, karena bertentangan dengan HAM juga peraturan perundang-undangan 

tentang perkawinan, disamping itu juga, Negara wajib memberikan perlindungan terhadap 

korban (istri) atas kekerasan yang dialaminya. 

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga baik itu kekerasan 

fisik, penelantaran rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri dapat berbentuk 

pertanggungjawaban perdata, juga pertanggungjawaban pidana dengan penerapan Sanksi 

penal dan non penal
8
, sehingga penegakan hukum dan perlindungan hukum itu tidak saja 

melihat kepada aspek yuridis semata tetapi juga keadilan bagi korban kekerasan khususnya 

istri. 

Dalam hubungan ini, perlindungan hukum diartikan sebagai kegiatan untuk 

menjamin dan melindungi subyek hukum dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, 

berkembang dan berpartisifasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai 

subyek hukum, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
9
. 

Selanjutnya, sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, masih berpedoman kepada KUHP, disamping 

itu yang paling menonjol adalah masalah perdatanya seperti menjadi alasan perceraian 

sebagaimana tercantum pada Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.
10

 

Semenjak diberlakukannya  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, sangat jelas 

diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan khususnya istri sebagai korban 

kekerasan dari suaminya, dimana perlindungan itu sendiri merupakan hak korban yang harus 

diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, hak tersebut 

                                                                 
8
 Ediwarman,  Perlindungan Hukum Bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, Medan: Pustaka 

Bangsa, Press, 2003, hal 33. 
9
 Mulyana, W.Kusumah, Persfektif Teori dan Kebijaksanaan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 

2020), hal 28 
10

 Zainal Abidin Abu bakar, Op.cit., hal. 173. 
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sangat jelas tertera pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dinyatakan bahwa, 

korban berhak mendapatkan : 

“perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, 

lembaga sosial atau pihak lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 

perlindungan dari pengadilan”.
11

  

 Selanjutnya, penyelesaian terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga 

masih berpedoman pada hukum acara pidana yang sama dengan perkara pidana pada 

umumnya, prosesnya diakhiri dengan pemidanaan apabila terdakwa terbukti melakukan 

tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Apabila didalam undang-undang ini 

menghendaki keutuhan dan kerukunan rumah tangga maka yang diperlukan adalah prosedur 

penanganan perkara dengan mediasi penal sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. 

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak pidana kekerasan dalam keluarga atau 

lingkup rumah tangga apabila diselesaiakan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, 

mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga 

diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah 

tangga tersebut. 

Dalam perkembangan penyelesaian perkara pidana terhadap kasus-kasus tertentu 

tidak lagi diselesaikan melalui jalur formal akan tetapi diselesaikan dengan cara melakukan 

perdamaian antara pihak pelaku dan korban yang dikenal dengan mediasi penal, penyelesaian 

dengan cara perdamaian atau lebih dikenal dalam masyarakat Indonesia melalui musyawarah 

mufakat dengan mekanisme lembaga adat, terhadap penyelesaaian perkara pidana dalam 

sistem peradilan pidana dilakukan melalui diskresi oleh Kepolisian atau  Kejaksaan. 

Lahirnya suatu pemikiran dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi didalam 

masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dengan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, 
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korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaiakan tindak pidana 

yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu 

luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup 

rumah tangga melalui keadilan restoratif. 

Perlindungan maupun pemulihan korban, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 

tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimaksudkan untuk semua korban KDRT, tentunya 

termasuk perlindungan terhadap anak korban KDRT.  

Dalam UUKDRT, perlindungan anak korban kekerasan, juga tidak berbeda dengan 

yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, namun UUKDRT dalam 

merumuskan perlindungan terhadap korban kekerasan lebih kongkret dan operable. 

Pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan, khususnya yang berupa pemenuhan 

ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh 

perhatian dari pembuat kebijakan 

Berbagai bentuk ganti rugi bukan semata-mata diberikan untuk perlindungan korban. 

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dari pembuat undang-undang tentang pemberian 

perlindungan korban kejahatan (kekerasan) secara langsung. Perlindungan ini sangat 

diperlukan bagi korban kekerasan yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, 

baik ekonomi maupun fisik, sementara korban tidak mampu. 

Berkenaan dengan hal tersebut, Arief Barda Nawawi menegaskan bahwa gagasan 

untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan (kekerasan) oleh negara atau 

masyarakat perlu dikembangkan di Indonesia, meskipun hal itu masih tergantung dari 

kemampuan negara. Apabila tersangka (pelaku) saja mendapat perlindungan dan bantuan dari 
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negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma, dalam 

hal-hal tertentu, maka wajar apabila korban juga mendapat perlindungan dari negara
12

.  

Terlebih lagi bila dilihat dari tujuan dan tanggungjawab negara untuk mewujudkan 

pemerataan keadilan sosial dan kesejahteraan umum
13

, yang lebih tepat dengan metode 

pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri 

khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional 

dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan 

malah memperuncing keadaan, serta bisa menimbulkan perceraian sehingga menimbulkan 

yang menjadi korban adalah anak-anak.  

Selanjutnya, hal tersebut diatas dipertegas lagi oleh Barda Nawawi Arief, bahwa 

metode mediasi penal juga dapat diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana. 

Perbedaan tersebut antara lain adanya pihak ketiga yang menjadi mediator, pihak ketiga 

tersebut tidak mempunyai kewenangan memutus, pihak ketiga harus bersikap netral, dan 

berdasarkan kesukarelaan dan iktikad baik para pihak.
  

Melalui mekanisme mediasi secara penal sebagai sarana dari restorative justice. 

hanya  digunakan dalam ranah hukum perdata saja akan tetapi juga digunakan dalam ranah 

hukum pidana, penggunaan istilah penalmediation dikarenakan mediasi digunakan untuk 

mendamaikan mereka yang berperkara pidana kalau di Belanda dikenal dengan 

strafbemiddeling sedangkan di Perancis istilah ini dikenal dengan de mediationpenale.  

Penerapan model restorative justice harus dilakukan pada setiap tingkatan peradilan 

mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta juga Lembaga Pemasyarakatan, ada 

beberapa prinsip dasar restorative justice melalui mediasi dengan memperhatikan beberapa 

persyaratan misalnya kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan seksual,yaitu:
 

                                                                 
12

Arif Barda Nawawi, Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 

Penjara,   

(Semarang: BP UNDIP, 2000), Cetakan Ketiga, hal. 169 - 171 
 

13
 Teguh Sudarsono, Alternatif Dispute Resolution, (Jakarta: Mullya Angkasa, 2009), hal. 3.
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1. Adanya persetujuan dari korban 

 

2. Penghentian kekerasan 

 

3. Tanggung jawab pelaku 

 

4. Beban kesalahan ada pada pelaku bukan pada korban 

 

5. Baru dapat dilakukan mediasi kalau si korban menyetujuinya.  
 

Pluralisme yang dimiliki Indonesia baik suku, adat istiadatnya, dan bahasa akan 

tetapi dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi didalam masyarakat dilakukan dengan 

cara musyawarah mufakat hal ini hampir sama dengan penyelesaian dengan cara mediasi, 

dengan demikian, bahwa penggunaan konsep mediasi dalam penanganan perkara sudah lama 

digunakan di Indonesia tidak hanya dalam perkara privat akan tetapi juga dalam perkara 

publik, mereka yang berperkara duduk bersama mencari solusi permasalahannya dengan 

putusan yang dapat diterima oleh semua pihak
14

. 

Penerapan model mediasi dalam penanganan perkara di Indonesia merupakan 

sesuatu yang mudah dilakukan, hal ini dikarenakan antar hubungan masyarakat tidak jarang 

masih memiliki hubungan kekerabatan. Sesuai dengan adat ketimuran yang sudah mengakar 

pada masyarakat, sehingga mereka lebih mengutamakan terjalinnya hubungan silaturahmi 

yang erat antar keluarga dan masyarakat dari pada mengambil keuntungan pada saat terjadi 

konflik. 

Penyelesaian melalui lembaga peradilan tidak menghasilkan sebuah keuntungan bagi 

mereka yang berkonflik,akan tetapi malah sebaliknya hubungan baik menjadi rusak hanya 

sekedar menyelamatkan nama baik
15

.
 
Seterusnya, dipertegas lagi oleh Barda Nawawi dengan 

penggunaan mediasi penal dimungkinkan dalam kasus tindak pidana anak, tindak pidana 

orang dewasa (ada yang dibatasi untuk delik yang diancam pidana penjara maksimum 

                                                                 
14

 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia), hal. 64-

65. 
15

 Barda Nawawi Arief, Opcit hal. 169 - 171 
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tertentu), tindak pidana dengan kekerasan (violent crime), tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga (domestic violence), dan kasus pencurian yang beraspek hukum pidana.
 

Penerapan restorative justice yang pernah dilakukan di Kejaksaan Negeri 

Labuhanbatu adalah kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana awalnya bahwa restorative 

justice tersebut dilakukan ditingkat Kepolisian namun tidak berhasil, selanjutnya setelah pihak 

Kepolisian Resor Labuhanbatu menyerahkan berkas perkara serta menyerahkan tanggung 

jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, kemudian pihak Kejaksaan 

mempelajari berkas perkara tersebut, sehingga timbul inisiatif dari Kejaksaan tersebut untuk 

menerapkan restorative justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Atas dasar itu, maka 

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menjadi inisiator dalam penerapan restorative justice 

dimaksud. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Peneliti tertarik untuk membahas dan 

meneliti dengan cara mendalami lebih lanjut tentang masalah pendekatan restorative justice 

dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri 

Labuhanbatu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka perumusan 

permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana batasan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat diselesaikan 

melalui pendekatan restorativejustice ? 

2. Bagaimana pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana kekerasaan 

dalam rumah tangga ? 

3. Bagaimana peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam Penyelesaian tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan restorative justice ? 



10 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan 

sebelumnya, maka yang menjadi fokus tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis batasan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga 

yang dapat diselesaikan melalui pendekatan restorativejustice. 

2. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang pendekatan restorative justice dalam penanganan 

tindak pidana kekerasaan dalam rumah tangga. 

3. Untuk mengetahuicara mengoptimalisasi peranan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dalam 

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan pendekatan restorative 

justice. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

pengembangan ilmu atau memberikan manfaat dibidang teoritis dan praktis, yaitu sebagai 

berikut
13 : 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan 

Hukum Pidana dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, khususnya dalam bidang yang 

berhubungan dengan restorative justice yang dialami oleh korban kekerasaan dengan pelaku 

tindak pidana atas adanya Peraturan Kejaksaan (Perja) RI Nomor: 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kemudian penelitian ini juga 

diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran hukum dan keadilan 

yang berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 
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2. Secara Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberi manfaat sebagai masukan bagi 

aparat penegak hukum agar dapat memberikan ruang didalam kancah peradilan terhadap 

penerapan restorative justiceatas adanya tindak pidana kekerasaan dalam rumah tangga yang 

dilakukan Instansi Kejaksaan dan instansi lainnya supaya dapat menerapkan proses 

perdamaian sesuai nilai keadilan dan kemanfaatan.Tidak hanya melalui Instansi Kejaksaan 

justru harus pula dilakukan oleh masyarakat dan lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya 

yang mampu menerapkan restorative justice dengan cara seadil-adilnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi para praktisi hukum, akademisi, 

peminat hukum untuk dapat mengetahui bahwa tindak pidana kekerasaan dalam rumah tangga 

dan kasus lainnya dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan informasi dan pemeriksaan serta penelusuran yang telah dilakukan 

melalui studi kepustakaan khususnya pada lingkungan perpustakaan Program Magister Ilmu 

Hukum Universitas Labuhanbatu. Maka belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa 

yang menjadi bidang dan ruang lingkup kajian  penelitian ini, yaitu: “Analisis Yuridis 

Terhadap Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana 

Kekerasan DalamRumah Tangga Di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu”. Dengan 

demikian, penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini dapat 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan 

atau etika penelitian yang harus dijunjung tinggi bagi peneliti atau akademisi dalam dunia 

pendidikan. 

Sebagai bahan refrensi atau perbandingan, apabila ada judul yang sama dengan 

penulisan tesis ini, hanya dibuat penambahan pustaka, antara lain : 
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I. Tesis Habib Rasyidi Daulay, Judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan 

Dalam Keluarga Di Kabupaten Tapanuli Tengah, PPS Magister Ilmu Hukum Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2006, Adapun Rumusan Masalahnya :  

a. Bagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum 

terhadap korban kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kepada  istri sebagai 

korban kekerasan fisik suaminya, di Kabupaten Tapanuli Tengah 

b. Bagaimana Faktor penyebab timbulnya korban kekerasan dalam keluarga dan siapa saja 

yang menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut 

c. Bagaimana kebijakan hukum pidana yang tepat mengenai perlindungan hukum bagi 

korban kekerasan dalam keluarga di kabupaten Tapanuli Tengah 

Kesimpulannya adalah : 

a. Peraturan hukum pidana kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan fisik telah diatur 

dalam KUHP, akan tetapi mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan 

meskipun telah diatur dalam UUKDRT tetapi dalam mekanisme pelaksanaannya belum 

ada 

b. Faktor penyebab timbulnya kekerasan adanya penyimpangan perilaku hukum, disintegrasi 

dari peraturan hukum 

c. untuk terwujudnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga agar 

dimasyarakatkan victimologi 

b. II.Tesis Mohammad Fauzi Salam, Judul Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya 

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga ( studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Majene), Sekolah Pps Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 

2017, Rumusan Masalah: 

1. Apakah majelis hakim  Pengadilan  Negeri Majene yang mengadili  tindak  

pidana kekerasan dalam  rumah  tangga menerapkan keadilan restoratif 
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(restorative justice)? 

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan majelis hakim  Pengadilan Negeri 

Majene menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam mengadili 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?  

3. Apakah yang menjadi  kendala  majelis  hakim  Pengadilan Negeri Majene 

menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) dalam mengadili tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga? 

Kesimpulannya: Dengan adanya kenyataan yang menyimpang dari sebuah keharusan 

dalam tataran idealnya. Proses penegakan hukum tindak pidana KDRT yang sementara 

berjalan kemudian dihadapkan dengan kenyataan korban yang sudah tidak mempersoalkan 

kejadian yang  dialaminya  dan  meminta  agar proses hukum  terhadap  pelaku  dihentikan  

sedangkan  hukum  pidana  tidak mengenal adanya mekanisme  penyelesaian tindak pidana diluar 

Pengadilan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan delik aduan atau 

meskipun delik aduan jangka waktu untuk mencabut pengaduan telah lewat waktu, maka dari 

kenyataan tersebut perlu kiranya Majelis Hakim yang mengadili tindak pidana KDRT 

memikirkan untuk menerapkan keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana 

KDRT.  

 

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Setiap penelitian harus pula disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori 

adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi
14

. 

Menurut M. Solly Lubis, Kerangka Teori merupakan landasan teori atau dukungan teori 

dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis
15

. 

Sedangkan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum itu, 

selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan 

oleh teori
16

. Sehingga teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya 
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mendudukkan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis yang 

relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. 

Maka secara konseptual teori yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam 

penelitian tesis ini adalah teori keadilan Aristoteles sebagai teori utama (grand theory) yang 

didukung nantinya oleh teori kemanfaatan hukum yang dikemukan oleh Jeremy Bentham 

sebagai middle theory dan teori sub sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menjadi 

applied theory nya. Sehingga dapat memberikan pedoman pada uraian berikutnya. 

 

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya 

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Spesifik dilihat dalam buku nicomachean ethics, 

buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, 

mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan 

dalam kaitannya dengan keadilan
16

.  

Dengan demikian Aristoteles melalui teori keadilan legal mengungkapkan bahwa 

keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang 

berlaku. Artinya bahwa semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada 

secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau 

kelompok masyarakat dengan negara
17

. Intinya adalah semua orang atau kelompok 

masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan hukum dan berdasarkan hukum 

yang berlaku. 

Keadilan bagi masyarakat didepan hukum dalam hal ini memiliki arti bahwa pelaku 

kejahatan dalam tindak pidana kekerasaan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan 

restoratif (restorative justice) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan 

                                                                 
16

 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa, dan Nusa 

media, 2004), hal. 24 
17

 http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-aristoteles.html, Kamis, 20 

Februari, 2023 

 

http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan%20aristoteles.html
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korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana
1819

, tidak hanya 

memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku,tetapimenekankan 

pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari 

perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam 

penyelesaiannya. 

Pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh negara agar daya rekat persatuan 

berbangsa menjadi kokoh dan menjadi potensi pembangunan sosial-ekonomi dan politik 

negara. Kepatutan penjatuhanpidana melalui keadilan restoratif jadi tugas dan tanggung jawab 

penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memper peka nurani kemanusiaan. 

Keadilan restoratif akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, 

terutama bagi korban dan pihak yang rentan secarasosial-politik dan lemah secara ekonomi. 

Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan
1920

 yang 

diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap 

hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. 

Kemudian beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika diakhir 

abad ke-20, John Rawls, seperti A Theory of justice, Political Liberalism, dan The Law of 

Peoples, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai 

keadilan
20

. Dimana John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-egalitarian of 

social justice”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-

institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak 

                                                                 
 

18
 Ansori, 2015, Restorative justice menuju sistem peradilan pidana terpadu, Varia peradilan Nomor 

350, Ikatan Hakim Indonesia, hal.47.
 

19
 Lihat, A.Hamid S. Attamimi, Dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S, dari Perkuliahan Ilmu 

Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Yogyakarta, Kanisius, 2007), hal.13 
20

 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 

1 (April 2009), hal. 135 
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dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah 

memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan
21

. 

Kemudian Rawls merumuskan dengan prinsip the greatest equal principle, bahwa 

setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas 

kebebasan yang sama bagi semua orang
22

. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak 

azasi) yang harus dimiliki semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan 

kebebasan yang sama bagi semua orang maka keadilan akan terwujud (Prinsip Kesamaan 

Hak).  

Prinsip the greatest equal principle, tidak lain adalah ”prinsip kesamaan hak” 

merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak. Maka beranjak dari teori tersebut dapat 

dikatakan bahwa tindak pidana dalam penerapan restorative justice merupakan solusi untuk 

memberikan manfaat dengan kepastian bagi pelaku dan korban, sebab pidana yang diberikan 

kepada seseorang bukanlah menjadi suatu efek jera jika kemudian akan dilakukannya 

penahanan, tapi justru melalui restorative justice dimungkinkan mendapatkan nilai keadilan 

bagi korban dan pelaku atas adanya perdamaian yang dilakukan para pihak, sebab perdamaian 

merupakan nilai keadilan tertinggi dibandingkan melalui putusan pengadilan. 

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa 

program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua 

prinsip keadilan, yaitu: pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan 

dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu 

mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 

keuntungan yang bersifat timbal balik
23

. 

                                                                 
21 Ibid., hal. 139-140 
22

.http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-rawls.html, 

Kamis, 28 Februari, 2023. 
23

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), hal. 27 

http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-
http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/09/teori-keadilan-distributif-john-
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Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat 

sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, 

pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang 

beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal:  

Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum 

lemah dengan menghadirkan institusi-institusi pemerintah, sosial, ekonomi, dan politik yang 

memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk 

mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum 

lemah. 

Sebagai Middle theory yang mendukung teori keadilan diatas pada penelitian ini
24

 

yaitu teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Benthamdengan menyebutkan 

bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: 

pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar dimasa depan kejahatan terhukum 

tidak akan terulang lagi, kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun 

orang lain, kemudian menurut Bentham tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan 

kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi konsepnya 

meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, ukurannya adalah kebahagiaan yang 

sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik buruknya, adil atau tidaknya 

hukum tersebut sangat tergantung pada hukum itu mampu memberikan kebahagiaan kepada 

manusia atau tidak, kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (happiness). 

Kemanfaatan terhadap restorative justice merupakan suatu kebahagiaan melalui 

proses penyelesaian dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi atas keperluan si korban 

maupun si pelaku sehingga dengan penyelesaian secara restoratif itu sangat bermanfaat bagi 

masyarakat sekaligus, sebab didalam penyelesain restorative justice masyarakat yang diwakili 

                                                                 
24

 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi 

dan Tesis, Buku Kedua (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 211 
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orang-orang tertentu juga diikutsertakan dalam penyelesaian setiap penerapan restoratif, juga 

berorientasi pula kepada pihak korban sehingga dengan restorative justice maka si korban 

lebih dimungkinkan untuk mendapatkan rasa keadilan yang kemudian bagi si pelaku juga 

mendapat keadilan dan kemanfaatan dengan dibebaskannya dari penghukuman tersebut. 

Kemudian dimungkinkan untuk mengurangi tindak pidana kejahatan itu sendiri 

sebab dengan diterapkannya restorative justice tersebut si pelaku sudah diberikan kesempatan 

dengan tidak memberikan hukuman, dan apabila pelaku mengulangi perbuatan yang sama 

bahkan lebih kecil daripada yang semula, namun pelaku bisa saja dihukum berdasarkan tindak 

pidana biasa.  

Selalnjutnyal restoraltive justice menguralngi jumlalh talhalnaln di rumalh talhalnaln negalral 

ya lng sudalh raltal-raltal di Indonesial melebihi kalpalsitals daln tentunyal jugal secalral nyalta l 

menguralngi bebaln negalral dallalm hall pembialyalaln keperlualn malkalnaln daln minumaln untuk 

nalralpidalnal tersebut. Oleh kalrenalnyal, tujualn-tujualn hukum ini senalntialsal halrus dipenuhi algalr 

regulalsi altalu produk hukum yalng dibentuk oleh palral pengembaln hukum dihalralpkaln dalpalt 

memenuhi ketigal alspek taldi secalral sempurnal. Nalmun, kebenalraln dalri ketigal alspek ini sebalgali 

tujualn-tujualn dibentuknya l sualtu produk hukum yalng waljib aldal, halrus diteliti lebih dallalm, 

alpalkalh benalr hukum itu halrus secalral sempurnal menciptalkaln kealdilaln, halrus memiliki 

kepalstialn, daln halrus memberikaln kemalnfalaltaln balgi malsyalralkalt. 

Kemalnfalaltaln selallu dikalitkaln dengaln teori utilitalrialnisme milik Jeremy Benthalm. 

Istilalh dalri “The grealtest halppiness of the grealtest number” selallu diidentikkaln sebalgali 

kebalhalgialaln yalng ditentukaln oleh balnyalknyal oralng, sehinggal talralf ukur kebalhalgialaln 

malyoritals yalng menentukaln balgalimalnal hukum tersebut dibentuk. Nalmun, istilalh tersebut 

lebih cocok dialrtikaln sebalgali jalminaln kebalhalgialaln individu yalng halrus diberikaln oleh negalral 

kepaldal walrgal negalralnyal sertal menghilalngkaln penderitalaln balgi malsyalralkalt melallui instrumen 
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hukum, sehinggal tolalk ukur dalri instrumen hukum tersebut aldallalh “kebalhalgialaln” daln 

“penderitalaln”.  

Paldal dalsalrnyal, konsepsi mengenali kebalhalgialaln yalng ditentukaln oleh malyoritals, 

merupalkaln terobosaln palling mutalkhir salalt Jeremy Benthalm menguralikalnnya l paldal zalmalnnyal. 

Sekilals, memberikaln kebalhalgialaln yalng besalr kepaldal malsyalralkalt terlihalt benalr aldalnyal, tetalpi 

penulis beralnggalpaln balhwal penjelalsaln yalng beralkhir dengaln kesimpulaln tersebut, 

dinilalimalsih kuralng tepalt kalrenal istilalh “The grealtest halppiness of the grealtest number” 

diletalkkaln oleh Jeremy Benthalm untuk menyebutkaln sallalh saltu baltu uji dalri teori 

utilitalrialnismenyal, bukaln sebalgali poin penting ya lng menyebutkaln balhwal “algalr memenuhi 

kemalnfalaltaln, malkal hukum halrus memenuhi keinginaln malyoritals.”  

Palndalngaln utilitalrialnisme paldal dalsalrnyal merupalkaln sualtu palhalm etis-etikal yalng 

menempaltkaln tindalkaln-tindalkaln yalng dalpalt dikaltalkaln balik aldallalh yalng bergunal, 

memberikaln faledalh (malnfalalt), daln menguntungkaln, sedalngkaln tindalkaln-tindalkaln yalng tidalk 

balik aldallalh yalng memberikaln penderitalaln daln kerugialn
25

. Lebih lalnjut, kebalhalgialaln tersebut 

menurut sudut palndalng utilitalrialnisme tidalk memihalk kalrenal setialp oralng palsti menginginkaln 

kebalhalgialaln daln bukalnnya l penderitalalaln, oleh kalrenal itu konsep utilitalrialnisme mendalsalrkaln 

kebalhalgialaln sebalgali baltu uji morallitals yalng sifaltnyal “impalrtiall promotion of well-being”, 

ya litu menjunjung kebalhalgialaln/ kesejalhteralaln yalng tidalk memihalk
26

.  

Dalri sini, kital mendalpaltkaln allalsaln mengalpal Jeremy Benthalm mengistilalhkaln 

kebalhalgialaln sebalgali “The grealtest number”, yalitu kalrenal sualtu tindalkaln yalng etis altalu 

bermorall tersebut dalpalt diralsalkaln oleh semual oralng melallui kebalhalgialaln, kalrenal sifalt 

kebalhalgialaln tersebut yalng sehalrusnyal tidalk memihalk daln dalpalt diralsalkaln oleh sialpalpun. 

                                                                 
25

 AL Ma lngunha lrdjalna l, Isme-Isme Da lla lm Etika l Da lri AL Sa lmpa li Z, (Yogya lka lrtal: Kalnisius, 

1999), hall.231 
 

26
 Enda lng Pra ltiwi, et.a lll.,Teori Utilita lria lnisme Jeremy Bentha lm: Tujualn Hukum alta lu

 
Metode Pengujia ln 

Produk Hukum? Jeremy Benthalm’s Utilita lria lnism Theory: Lega ll Purpose or
 
Methods of Lega ll Products 

Exa lmina ltion?, Jurna ll Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, ha ll. 273-274.
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Nalmun alpalbilal demikialn, malkal kemalnfalaltaln sebalgali sualtu tujualn hukum halrus 

dipertalnyalkaln kemballi, alpalkalh benalr teori utilitalrialnismenyal Jeremy Benthalm membalhals 

tentalng tujualn hukum yalng berujung kepaldal keinginaln malyoritals, altalu justru membalhals 

metode etis-etikal dalri sebualh produk hukum melallui sudut palndalng utilitalrialnisme.  

Untuk itu, selalin memalpalrkaln lebih lalnjut tentalng teori utilitalrialnisme besertal 

dengaln konsep-konsepnya l, penelitialn ini jugal alkaln mencobal mencalri talhu letalk daln posisi 

dalri teori utilitalrialnisme Jeremy Benthalm, alpalkalh betul membalhals tentalng tujualn hukum altalu 

justru membalhals metode uji hukum yalng halrus beretikal/ bermorall. Kaljialn ini alkaln mencobal 

mengupals sedallalm-dallalmnyal (sejaluh yalng penulis salnggup) mengenali allalm pemikiraln 

Jeremy Benthalm yalng terdalpalt didallalm kalryalnyal yalng diterbitkaln paldal talhun 1781 dengaln 

judul “Introduction to the Principles of Moralls alnd Legislaltion. 

Berdalsalrkaln hall demikialn balhwal penegalkaln hukum tidalk berorientalsi terhaldalp 

pelalku (offender) saljal alkaln tetalpi dengaln aldalnyal restoraltive justice jugal ditujukaln kepaldal si 

korbaln (victim), malkal kemalnfalaltaln hukum itu secalral otomaltis dalpalt diralsalkaln balik oleh 

sipelalku terlebih-lebih terhaldalp si korbaln sualtu tindalk pidalnal tersebut. Kemudialn keberaldalaln 

KUHALP sebalgali hukum alcalral pidalnal salngalt kuralng tepalt paldal salalt sekalralng ini dallalm 

peneralpaln hukum. 

Dallalm KUHALP tersebut bisal dikaltalkaln orientalsi dalripaldal penegalkaln hukum itu 

halnyal dialralhkaln kepaldal penalngalnaln balgi pelalku tindalk pidalnal, nalmun salngalt sedikit 

memberikaln perhaltialn dallalm alrti memenuhi keperlualn sikorbaln, kalrenal halnyal cenderung 

menjallalnkaln kepalstialn hukum, jikal aldal sualtu tindalk pidalnal malkal penegalk hukum halnyal 

fokus kepaldal pelalku tindalk pidalnal saljal dallalm penghukumaln daln kuralng memperhaltikaln 

kerugialn sikorbaln.  

Oleh kalrenalnyal peneralpaln restoraltive justice dalpalt memberikaln malnfalalt yalng 

sebesalr-besalrnyal balgi kemalkmuraln palral pihalk ya lng berperkalral talnpal menimbulkaln unsur 
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dendalm dikemudialn halri sehinggal menghalsilkaln win-win solution yalng efektif jugal efisien 

dallalm sistem peneralpaln hukum pidalnal di Indonesial. Dengaln aldalnyal pulal pendekaltaln melallui 

peneralpaln restoraltive justiceitu, malkal Jalksal yalng berposisi sebalgali pemilik perkalral (dominus 

litis) dengaln mudalh lebih tepalt melalkukaln penilalialn terhaldalp kalsus yalng ditalngalninyal, yalng 

malnal kalsus tersebut perlu altalu tidalk untuk dilimpalhkaln ke Pengaldilaln sesuali dengaln Palsall 

139 UU Nomor 8 talhun 1981 tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal. 

Kemudialn palraldigmal lalmal (old palraldigm) dengaln sendirinyal halrus ditinggallkaln 

sebalb palraldigmal lalmal dallalm penegalkaln hukum sifaltnyal halnyal cenderung menghukum saljal 

ya lng disebut sebalgali retributive justice altalu disebut jugal dengaln lex tallionis (hukum ballals 

dendalm) sedalngkaln menurut palraldigmal balru (new palraldigm) hukum pidalnal modern malkal 

salalt ini penegalkaln hukum cenderung dengaln calral meneralpkaln restoraltive justice melallui 

pemulihaln kealdilaln balgi sialpal saljal yalng berperkalral dallalm tindalk pidalnal dengaln berpedomaln 

kepaldal Peralturaln Kejalsalaln Nomor 15 talhun 2020 tentalng Penghentialn Penuntutaln 

Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif. 

Selalnjutnyal, dallalm teori sub sistem hukum (Lalwrence M.Friedmaln) sebalgali ALfflied 

Theoryuntuk mendukung daltal sekunder dallalm penelitialn ini digunalkaln untuk mendukung dalri 

teori kealdilaln yalng alkaln melihalt balgalimalnal implementalsi Kejalksalaln dallalm meneralpkaln 

restoraltive justice dallalm kalsus tindalk pidalnal dallalm kekeralsaln rumalh talnggal. Menurut 

Friedmaln dallalm sistem hukum itu dalpalt dibalgi terhaldalp tigal elemen yalitu, substalnsi hukum 

(legallsubstalnce), struktur hukum (legall structur ) daln budalyal hukum (legall culture)
27

. 

Secalral substalnsi Peralturaln Kejalksalaln RI Nomor 15 talhun 2020 tentalng Penghentialn 

Penuntutaln Berdalsalrkaln Kealdilaln Restoraltif, merupalkaln sallalh saltu elemen substalnsi hukum. 

Elemen substalnsi ini dalpalt memberikaln kepalstialn kepaldal palral korbaln daln pelalku untuk 

mencalri kealdilaln, dalpalt memperoleh kealdilaln tersebut dihaldalpaln hukum talnpal halrus melallui 
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pemberialn salnksi dallalm konteks pidalnal daln pemidalnalaln, kalrenal dilalkukaln dengaln 

permufalkaltaln yalng dihalsilkaln dalri musyalwalralh alntalral pelalku daln korbaln dengaln dibalntu 

tokoh algalmal daln pihalk Kejalksalaln Negeri tersebut dallalm meneralpkaln hukum yalng 

bermalnfalalt balgi kedualnyal.  

Restoraltive justice dallalm tindalk pidalnal kekeralsaln rumalh talnggal secalral substalnsi 

telalh diuralikaln dallalm Undalng-Undalng Nomor 23 Talhun 2004 Tentalng Penghalpusaln 

Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal yalng salalt ini secalral substalnsiall belum malmpu untuk 

mengalkomodir kepentingaln palral pelalku untuk mendalpaltkaln kealdilaln jikal dijaldikaln tersalngkal 

ya lng notalbenenyal halnyal menuju kepaldal pemberialn salnksi pidalnal, bukaln untuk memberikaln 

penyelesalialn hukum yalng aldil balgi korbaln daln pelalku, sebalb Undalng-undalng tersebut halnya l 

sebaltals subordinalsi balgi pelalku jikal melalkukaln perbualtaln tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm 

rumalh talnggal, oleh sebalb itu restoraltive justice dallalm peneralpaln hukum yalng balru, 

memberikaln malnfalalt yalng substalnsiall balgi pelalku daln korbaln dallalm peneralpaln konsep 

hukum pidalnal. Blalck’s la lw dictionalry menyalngkut legall reception memiliki malknal dimalnal 

keberaldalaln sualtu wilalyalh hukum tertentu bisal memberikaln pengalruh paldal pembentukaln 

hukum di wilalyalh hukum lalinnyal. Ditemukaln pulal pendalpalt dalri sudut palndalng alhli 

pemerintalhaln seperti Frederick Schaluer yalng memberi pengertialn legall tralnsplalntaltion 

sebalgali “…the process by which lalws alnd legall institutions developed in one country alre then 

aldopted by alnother 
28

.” 

Dallalm hall ini diperjelals, balhwal tralnsplalntalsi hukum tidalk saljal merupalkaln proses 

aldopsi hukum sebalgali alturaln tertulis saljal, melalinkaln pulal aldopsi terhaldalp kelembalgalaln 

hukum yalng menyertalinyal. ALrtinyal balhwal bilal secalral nyaltal pengaldopsialn hukum yalng 

dilalkukaln di Indoneial telalh terjaldi, sehalrusnyal itu dilalkukaln dengaln aldil talnpal halrus 

membedalkaln sualtu lembalgal untuk mengaldilinyal, dialntalralnyal definisi yalng dikemukalkaln oleh 

                                                                 
28

 Frederick Scha luer. The Politics a lnd Incentives of Lega ll Tralnspla lnta ltions. CID (Center for 

Internaltiona ll Development a lt Ha lrva lrd University) Working Palper No. 44. ALpril 2000. 



23 
 

ALlaln Waltson balhwal tralnsplalntalsi hukum merupalkaln “the borrowing alnd tra lnsmissibility of 

rules from one society or sistem to alnother”
29

. Malknal semalcalm ini bisal disebut sebalgali 

definisi yalng luals, yalng mempertimbalngkaln bukaln saljal pembentukaln hukum sebalgali 

hubungaln alntalr negalral melalinkaln pulal pengalruh dalri traldisi (budalyal) hukum alntalr 

malsyalralkalt. 

ALrgumen-alrgumen yalng mengalkui plurallitals balhwal dallalm hukum diterimal dengaln 

balik dallalm literaltur perbalndingaln hukum teoritis, nalmun aldal konsensus yalng berkembalng 

balhwal kital tidalk bisal memalndalng hukum sebalgali sesualtu yalng semaltal-maltal bersumber dalri 

negalral. Salntos dikutip dallalm twining mengungkalpkaln balhwal talntalngaln-talntalngaln teoritis 

ya lng dihaldalpi oleh palral alhli perbalndingaln hukum dallalm mengalkurkaln pegalngaln balwalh-

saldalr merekal kepaldal alksiomal-alksiomal positivis dengaln berkembalngnyal pengalkualn plurallitals 

hukum sebalgali sebualh reallitals globall
30

.  

Waltson mengaltalkaln, balhwal kesaltualn hukum secalral utuh aldallalh hall ya lng tidalk 

mungkin daln jugal tidalk diinginkaln, sementalral sentrallisalsi altalu halrmonisalsi hukum-hukum 

bisal saljal tetalp menjaldi tujualn
31

. Kemudialn Salck daln ALleck berpendalpalt balhwal kital dituntut 

untuk belaljalr hidup dengaln falktal hukum, dimalnal hukum aldallalh seperti sebualh jalring 

multidimensionall yalng terentalng melalmpalui calkralwallal kesegallal alralh, dimalnalpun kital 

beraldal

32
. Halnyal bisal mengalngkaltnyal paldal titik tertentu daln mengalwalsi tebalralnnyal sejaluh 

maltal kital bisal memalndalng, mengetalhui balhwal jalring tersebut berubalh balhkaln ketikal kital 

tengalh mengalmaltinyal. Betalpalpun, ALntropologi halnyal bisal berperaln sebalgali bidaln membalntu 

kelalhiraln hukum post-positivisme sesudalh ial sendiri terbebals dalri hallalngaln kulturnyal. 

Cotterrell menyaltalkaln balhwal Paldal giliralnnyal, palral alhli hukum berjualng untuk memalhalmi 
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malsyalralkalt daln komunitals, daln sekalralng teori hukum halrus secalral sistemaltis 

mempertimbalngkaln ide kultur
33

. 

Berkenalaln dengaln struktur hukum (legall structure) dallalm peneralpaln restoraltive 

justice Dallalm UU PKDRT khusus untuk pelalku daln korbalnnyal aldallalh sualmi istri 

sebalgalimalnal yalng dialtur dallalm Palsall 51 salmpali dengaln Palsall 53 merupalkaln delik aldualn 

ya lng beralrti pengaldualn dalpalt dicalbut oleh korbaln selalmal tenggalng walktu yalng ditentukaln, 

nalmun untuk perkalral-perkalral dilualr palsall tersebut bukaln termalsuk delik aldualn sehinggal 

kewaljibaln korbaln halnyallalh memberikaln lalporaln kemudialn menjaldi salksi untuk selalnjutnyal 

kepentingaln korbaln telalh diwalkili oleh Penuntut Umumdaln tidalk mempunyali halk lalgi untuk  

mencalmpurinyal meskipun korbaln dallalm hall ini sudalh tidalk mempersoallkaln peristiwal yalng 

diallalminyal. 

 

Selalnjutnyal hall ini dipertegals lalgi oleh Balgir Malnaln, balhwal halmbaltaln dallalm 

melalksalnalkaln perdalmalialn alntalr korbaln daln pelalku seringkalli bersumber paldal sikalp penegalk 

hukum yalng salngalt formallistik dengaln mengaltalkaln proses hukum alkaln tetalp berjallaln 

wallalupun telalh terjaldi perdalmalialn, sifalt melalwaln hukum tidalk alkaln halpus kalrenal 

perdalmalialn. Menurut belialu, alpalkalh malsih aldal tujualn pemidalnalaln yalng belum tercalpali alpal 

bilal palral pihalk telalh berdalmali saltu salmal lalin, tujualn penegalkaln hukum bukalnlalh untuk 

meneralpkaln hukum, melalinkaln untuk mencalpali ketertibaln, kedalmalialn, ketenteralmaln, dallalm 

taltalnaln malsyalralkalt yalng halrmonis daln aldil. 

Pihalk Kepolisialn yalng melimpalhkaln perkalral ke Kejalksalaln hinggal alkhirnyal salmpali 

ke Pengaldilaln malkal Pengaldilaln halrus tetalp memproses daln menyelesalikaln perkalral salmpali 

selesali, balhkaln alpalbilal kital melihalt ketentualn Palsall 10 Undalng-Undalng Nomor 48 talhun 
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2009 Tentalng Kekualsalaln Kehalkimaln yalng berbunyi
34

 “Pengaldilaln dilalralng menolalk untuk 

memeriksal, mengaldili, daln memutus sualtu perkalral yalng dialjukaln dengaln dallih balhwal hukum 

tidalk aldal altalu kuralng jelals”, melalinkaln waljib untuk memeriksal daln mengaldilinyal, jaldi 

balgalimalnal hallnyal dengaln tindalk pidalnal KDRT yalng sudalh jelals-jelals aldal alturaln hukumnyal, 

malkal pengaldilaln waljib untuk menyelesalikalnnyal dengaln terikalt paldal prinsip dallalm hukum 

pidalnal yalng tidalk mengenall aldalnyal mekalnisme penyelesalialn tindalk pidalnal dilualr Pengaldilaln. 

Berdalsalrkaln uralialn tersebut dialtals memperlihaltkaln aldalnyal kenyaltalaln yalng 

menyimpalng dalri sebualh kehalrusaln dallalm taltalraln ideallnyal. Proses penegalkaln hukum tindalk 

pidalnal KDRT yalng sementalral berjallaln kemudialn dihaldalpkaln dengaln kenya ltalaln korbaln yalng 

sudalh tidalk mempersoallkaln kejaldialn yalng diallalminyal daln memintal algalr proses hukum 

terhaldalp pelalku dihentikaln sedalngkaln hukum pidalnal tidalk mengenall aldalnyal mekalnisme 

penyelesalialn tindalk pidalnal dilualr Pengaldilaln daln perbualtaln yalng dilalkukaln oleh Terdalkwa l 

bukaln merupalkaln delik aldualn altalu meskipun delik aldualn jalngkal walktu untuk mencalbut 

pengaldualn telalh lewalt walktu, malkal dalri kenyaltalaln tersebut perlu kiralnya l. Maljelis Halkim 

ya lng mengaldili tindalk pidalnal KDRT memikirkaln untuk meneralpkaln kealdilaln restoraltif 

sebalgali upalyal penyelesalialn tindalk pidalnal KDRT. 

Dallalm  undalng-undalng. Penghalpusaln Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal tidalk halnyal 

mengaltur tentalng perlindungaln daln pemulihaln terhaldalp korbaln kekeralsaln dallalm lingkup 

rumalh talnggal alkaln tetalpi jugal mengaltur tentalng pencegalhaln. Disalmping itu didallalm undalng-

undalng ini jugal disebutkaln secalral spesifik mengenali baltalsaln daln unsur perbualtaln, hall ini 

tentu berbedal dengaln perbualtaln pengalnialyalaln seperti yalng dialtur dallalm KUHP(Kitalb 

Undalng-Undalng Hukum Pidalnal). Hall ini, disebutkaln jugal aldalnyal kewaljibaln balgi setialp 

alpalralt penegalk hukum, tenalgal kesehaltaln, pekerjal sosiall, relalwaln pendalmping, altalu 

pembimbing rohalni untuk memberikaln perlindungaln terhaldalp korbaln sehinggal merekal lebih 
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sensitif daln responsif terhaldalp kepentingaln rumalh talnggal yalng sejalk alwall dialralhkaln paldal 

keutuhaln daln kerukunaln rumalh talnggal. 

Lingkup rumalh talnggal sebalgalimalnal yalng disebutkaln dallalm peralturaln perundalng-

undalngaln terdiri dalri palsalngaln sualmi isteri, alnalk, daln oralng-oralng yalng mempunyali 

hubungaln kelualrgal kalrenal hubungaln dalralh, perkalwinaln, persusualn, pengalsuhaln, daln 

perwallialn, yalng menetalp dallalm rumalh talnggal; daln/altalu oralng yalng bekerjal membalntu rumalh 

talnggal daln menetalp dallalm rumalh talnggal tersebut dallalm jalngkal walktu selalmal beraldal dallalm 

rumalh talnggal yalng bersalngkutaln
35

. 

Dallalm peralturaln perundalng-undalngaln ditentukaln perbualtaln yalng dilalralng untuk 

dilalkukaln yalkni: 

1. Kekeralsaln fisik; 

2. Psikis; 

3. Kekeralsaln seksuall;altalu 

4. Penelalntalraln rumalh talnggal.
36 

Dallalm hall pencegalhaln terhaldalp tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm rumalh talnggal dalpalt 

dilalkukaln melallui Lembalgal Kementerialn Pemberdalyalaln Perempualn yalng diberikaln talnggung 

jalwalb untuk penyelenggalralaln komunikalsi, edukalsi, daln informalsi dallalm lingkup rumalh 

talnggal dallalm ralngkal upalya l pencegalhaln terjaldinyal tindalk kekeralsaln dallalm rumalh talnggal. 

Sehinggal perlindungaln hukum jugal halrus diberikaln secalral menyeluruh daln 

memperhaltikaln korbaln, pentingnyal sosiallisalsi terhaldalp malsyalralkalt dallalm ralngkal edukalsi daln 

penyaldalraln alkaln pentingnyal perlindungaln hukum mengingalt segallal tindalk kekeralsaln yalng 

terjaldi dallalm rumalh talnggal merupalkaln kejalhaltaln terhaldalp malrtalbaltmalnusial. Perbalndingaln 

hukum lebih komprehensif jikal yalng diperbalndingkaln bukaln halnyal sistem hukum yalng 
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berbedal tetalpi jugal hukum dallalm sistem hukum altalu traldisi/budalyal hukum (legall traldition) 

ya lng berbedal

37
. 

Berkenalaln dallalm hall budalyal hukumnyal (legall culture), terhaldalp pendekaltaln 

restoraltive justice dallalm penalngalnaln tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm rumalh talnggal menjaldi 

saltu entitals yalng sering dilalkukaln oleh pihalk-pihalk yalng mengalnggalp restoraltive justice 

bukaln solusi yalng tepalt dallalm menalngalni sualtu tindalk pidalnal, melalinkaln malmpu 

memberikaln sualtu budalyal hukum yalng relevaln dallalm palndalngaln malsyalralkalt. 

 Selalnjutnyal dallalm penyelesalialn hukum pidalnal yalng terbalru bisal dilalkukaln melallui 

perdalmalialn dallalm kaljialn pendekaltaln restoraltif balik itu dilalkukaln oleh tokoh-tokoh aldalt, 

tokoh algalmal, daln pemerintalh setempalt yalng justru halsilnyal dalpalt ditembuskaln ke alpalralt 

penegalk hukum balik itu Polisi, Jalksal daln sistem peraldilaln dallalm peneralpaln hukum pidalnal 

kalrenal mementingkaln halk-halk korbaln daln halk-halk tersalngkal meski memiliki nialt jalhalt 

(mensreal) dialwall dalri alkibalt perbualtaln si pelalku untuk tidalk pulal menjaldi sualtu kebialsalaln 

balgi pelalku kemballi melalkukaln sualtu tindalk pidalnal dallalm kekeralsaln rumalh talnggal. 

 Jikal perbualtaln yalng salmal altalu perbualtaln pidalnal lalinnyal dilalkukaln oleh si pelalku 

malkal salnksi pidalnal alkaln menjaldi mengikalt balgi dirinyal dallalm pemberialn hukumaln melallui 

salnksi pidalnal altals perbualtalnnyal melallui mekalnisme yalng aldal sehinggal alzals restoraltive 

justice tidalk berlalku lalgi balginyal, yalng dengaln tujualn beralrti tidalk aldalnya l perubalhaln balgi 

diri pelalku untuk bertalubalt dengaln tidalk mengulalngi perbualtaln yalng salmal dallalm kalsus tindalk 

pidalnal.  

Paldal nilali (vallue) dalri restoraltive justice tersebut sesungguhnyal merupalkaln halsil 

dalri sistem hukum secalral pemalnfalaltaln daln kegunalalnnyal salngalt tergalntung dengaln nilali-nilali 

daln keyalkinaln malsyalralkalt dallalm menjunjung tinggi nilali-nilali kebersalmalaln, keberalgalmaln 
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daln perbedalaln balik dallalm nilali suku, algalmal, budalyal, rals daln talnpal memalndalng dalri laltalr 

belalkalng fisik seseoralng.  

Nilali daln keyalkinaln merupalkaln balhalgialn dalri budalyal hukum malsyalralkalt. Jikal 

malsyalralkalt menilali daln berkeyalkinaln balhwal perbedalaln dalpalt berperaln alktif sebalgali salralnal 

kebersalmalaln yalng dihaldalpi malkal tujualn dallalm menjunjung tinggi nilali-nilali restoraltif 

tersebut alkaln tercalpali sehinggal ketertibaln, kesalmalaln (equall), penghormaltaln, penghalrgalaln 

daln kealdilaln merupalkaln tujualn pokok daln utalmal dalri segallal hukum.  

Kebutuhaln terhaldalp ketertibaln ini merupalkaln syalralt pokok yalng fundal mentall balgi 

aldalnyal sualtu malsyalralkalt yalng teraltur, disalmping ketertibaln tujualn lalin dalri hukum aldallalh 

untuk tercalpalinyal sualtu kealdilaln yalng berbedal-bedal isi daln ukuralnnyal menurut malsyalralkalt 

daln zalmalnnyal dallalm kehidupaln malsyalralkalt yalng mempunyali kemalnfalaltaln hukum dallalm 

kehidupaln berbalngsal daln bernegalral dallalm melestalrikaln hukum yalng semestinyal. 

 

2. Kerangka Konsep 

Keralngkal konsepsionall dallalm merumuskaln altalu membentuk pengertialn-pengertialn 

hukum, kegunalalnnyal tidalk halnyal terbaltals paldal penyusunaln keralngkal konsepsionall saljal, alkaln 

tetalpi paldal usalhal merumuskaln defenisi-defenisi operalsionall dilualr peralturaln perundalng-

undalngaln. Soerjono Soekalnto berpendalpalt balhwal keralngkal konsepsi paldal halkekaltnyal 

merupalkaln sualtu pengalralh, altalu pedomaln yalng lebih konkrit dalri keralngkal teoritis yalng 

sering kalli bersifalt albstralk, sehinggal diperlukaln defenisi-defenisi operalsionall yalng menjaldi 

pegalngaln konkrit dallalm proses penelitialn
38

.  Dengaln demikialn, konsep merupalkaln unsur 

pokok dalri sualtu penelitialn
39

. Sebalgali keralngkal konsep yalng dalpalt dijaldikaln sebalgali defenisi 

operalsionall untuk alcualn, ya litu : 
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a. ALnallisis, malkal malksud dalri alnallisis aldallalh sualtu tinjalualn altalu penghalralpaln terhaldalp 

malsallalh tertentu
40

.  

b. Yuridis, malkal malksud dalri yuridis aldallalh tinjalualn hukum berdalsalrkaln peralturaln 

perundalng-undalngaln yalng berlalku. 

c. Restoraltive Justice aldallalhsebualh proses dimalnal semual pihalk yalng berkepentingaln dallalm 

pelalnggalraln tertentu bertemu bersalmal untuk menyelesalikaln secalral bersalmal. 

d. Tindalk Pidalnal aldallalh sualtu pelalnggalraln normal mengenali galnggualn terhaldalp tertib 

hukum dengaln sengaljal malupun tidalk dengaln sengaljal yalng dilalkukaln oleh pelalku, dimalnal 

penjaltuhaln hukumaln penjalral terhaldalp pelalku aldallalh perlu demi terpelihalralnyal tertib 

hukum daln jugal terjalminnyal kepentingaln malsyalralkalt umum
41

. 

e. Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal aldallalh setialp perbualtaln terhaldalp seseoralng terutalmal 

perempualn, yalng beralkibalt timbulnyal kesengsalralaln altalu penderitalaln secalral fisik, seksuall, 

psikologis, daln/altalu penelalntalraln rumalh talnggal termalsuk alncalmaln untuk melalkukaln 

perbualtaln, pemalksalaln, altalu peralmpalsaln
42

. 

f. Kejalksalaln Negeri aldallalh Lembalgal Kejalksalaln yalng berkedudukaln di ibu kotal 

kalbupalten/kotal, daln daleralh hukumnyal meliputi wilalyalh kekualsalaln kalbupalten/kotal, 

nalmun dallalm hall ini yalng dimalksudkaln aldallalh Kejalksalaln Negeri Lalbuhalnbaltu yalng 

beraldal di Ralntalupralpalt. 
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G. Metodelogi Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Malkal jenis penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh metode penelitialn 

hukum normaltif altalu penelitialn hukum emperis
43

. Dengaln sifalt penelitialn yalng digunalkaln 

dallalm penelitialn ini aldallalh deskriptif alnallitis
44

, dengaln pendekaltaln perundalng- undalngaln 

(staltute alpproalch), pendekaltaln kalsus (calse alpproalch), daln pendekaltaln konseptuall 

(conceptuall alpproalch)
45 

yalng ditujukaln untuk menguralikaln lebih spesifik secalral tepalt, alkuralt, 

daln sistemaltis altals pendekaltaln restoraltive justice dallalm penalngalnaln tindalk pidalnal kekeralsaln 

dallalm rumalh talnggal yalng alkaln dihubungkaln dengaln teori-teori hukum daln ketentualn 

perundalng-undalngaln. 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Penelitialn ini dialralhkaln sebalgali penelitialn hukum normaltif emperis
46

, yalitu 

penelitialn yalng dilalkukaln dengaln menitik beraltkaln paldal penelitialn terhaldalp balhaln 

kepustalkalaln, yalitu dengaln menelusuri, menghimpun, meneliti daln mempelaljalri buku-buku, 

literaltur, dokumen-dokumen, peralturaln perundalng-undalngaln, sertal berbalgali kalryal ilmialh 

berupal jurnall alrtikel daln lalin sebalgalinyal yalng terkalit daln mendukung isu hukum penelitialn, 

ya lng selalnjutnyal dalpalt disebut sebalgali daltal sekunder, balik berupal balhaln hukum primer, 

balhaln hukum sekunder, daln balhaln hukum tertier, yalitu sebalgali berikut: 

al. Balhaln Hukum Primer 

Balhaln hukum primer merupalkaln balhaln hukum yalng bersifalt otoritaltif alrtinyal 

mempunyali otoritals. Balhaln hukum primer terdiri dalri peralturaln perundalng-undalngaln yalng 

                                                                 
43

 Johny Ibra lhim, Teori da ln Metodologi Penelitialn Hukum  Norma ltif,(Sura lba lya l: Ba lyumedia l, 2008), 

ha ll. 295. 
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 Za linuddin ALli, Metode Penelitialn Hukum, (Jalka lrtal: Sinalr Gralfika l, 2009), hall.107. 
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 Soerjono Soeka lnto da ln Sri Ma lmudji, Penelitia ln Hukum Norma ltif Sua ltu Tinja lua ln Singka lt, (Ja lka lrta l: 

PT. Ra ljal Gra lfindo Persa lda l, 2011), ha ll. 34-35. 
46

 Peter Malhmud Ma lrzuki, Penelitia ln Hukum, (Ja lka lrta l: Kenca lna l, 2006), hall. 141 



31 
 

diurut berdalsalrkaln hieralrki
47

, seperti: Undalng-Undalng Dalsalr 1945, sertal peralturaln orgalnik 

lalinnyal (Orgalnieke Wetodening) seperti, Undalng-Undalng Nomor 23 talhun 2004 tentalng 

Penghalpusaln Kekeralsaln Dallalm Rumalh Talnggal, Undalng-Undalng Nomor 8 talhun 1981 

tentalng Kitalb Undalng-Undalng Hukum ALcalral Pidalnal, daln Peralturaln Kejalksalaln Republik 

Indonesial Nomor 15 Talhun 2020 Tentalng Penghentialn Penuntutaln Berdalsalrkaln Kealdilaln 

Restoraltif. Balhaln Hukum Sekunder 

Dallalm hall ini alkaln dikumpulkaln daltal dalri berbalgali sumber, seperti: buku, jurnall, alrtikel, halsil 

kalryal ilmialh palral salrjalnal daln halsil-halsil penelitialn yalng berhubungaln dengaln pendekaltaln 

restoraltive justice dallalm penalngalnaln tindalk pidalnal kekeralsaln dallalm rumalh talnggal. 

b. Balhaln Hukum Tertier 

Balhaln hukum tertier aldallalh balhaln hukum yalng memberikaln petunjuk penjelalsaln 

terhaldalp balhaln hukum primer daln balhaln hukum sekunder
48

. Balhaln dialmbil dalri maljallalh, 

kalmus-kalmus hukum, Ensiklopedi, suralt kalbalr, koraln, daln kalmus ilmialh lalinnyal, sertal dalri 

medial Internet sebalgali balhaln penunjalng informalsi daln penelitialn tersebut. 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulaln daltal yalng dipergunalkaln dallalm penelitialn ini aldallalh penelitialn 

kepustalkalaln (libralry resealrch) yalitu, melallui penelusuraln peralturaln perundalng-undalngaln, 

dokumen-dokumen malupun buku-buku, kalryal ilmialh lalinnyal, sertal dalri medial cetalk, daln jugal 

dengaln menggunalkaln teknik walwalncalral (interview) yalng dilalkukaln dengaln beberalpal 

informaln seperti:  

1). Jalksal, Stalf/Pegalwali Kejalksalaln Negeri Lalbuhalnbaltu,  

2). Kalntor Hukum ZALP & ZALP Lalw Office, daln Kalntor Hukum Muhalmmald Yusuf Siregalr & 

Rekaln, daln Kalntor Hukum Lalinnyal  
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3). Kepolisialn Resor Lalbuhalnbaltu, daln lembalgal altalu instalnsi lalinnyal yalng aldal kalitalnnya l 

dengaln penelitialn ini sebalgali pendukung dalri daltal sekunder yalng sesuali dengaln objek yalng 

alkaln diteliti.  

 

4. Analisis Data 

Malkal setelalh daltal terkumpul daln dipalndalng telalh cukup lengkalp, malkal talhalp 

selalnjutnyal aldallalh mengelolal daltal daln mengalnallisal daltal. ALnallisis daltal yalng dipalkali aldallalh 

alnallisis kuallitaltif
49

. ALnallisis secalral kuallitaltif dimalksudkaln balhwal alnallisis tidalk tergalntung 

dalri jumlalh berdalsalrkaln alngkal-alngkal, melalinkaln daltal dallalm bentuk kallimalt-kallimalt melallui 

pendekaltaln yuridis normaltif. 

Setelalh daltal diolalh, lalngkalh selalnjutnyal dilalkukaln interpretalsi daltal untuk menalrik 

kesimpulaln dengaln calral logikal berfikir deduktif dalri kenyaltalaln yalng ditemui, sertal 

interpretalsi teologis yalkni penalfsiraln yalng disesualikaln dengaln kealdalaln malsyalralkalt sewalktu 

undalng-undalng/peralturaln itu dibualt, hinggal kemudialn diteralpkaln. Uralialn daln kesimpulaln 

dallalm menginterpretalsikaln daltal halsil penelitialn alkaln dihubungkaln dengaln teori-teori, 

pendalpalt-pendalpalt daln alturaln formall yalng telalh dikemukalkaln paldal balgialn sebelumnyal, 

sehinggal nalntinyal dihalralpkaln dalpalt menjalwalb segallal permalsallalhaln hukum yalng alkaln 

dialjukaln dallalm penelitialn tesis ini secalral lengkalp daln sistemaltis.  
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